PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 54 TAHUN 2008
TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN

JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG BEKASI, PUNCAK, ClI ANJUR

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a.

Mengi
1.

bahwa berdasarkan Peraturan Penerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang W/ ayah Nasional, Kawasan Jakart a,
Bogor, Depok, Tanger ang, Bekasi , Puncak, G anj ur
(Jabodet abekpunjur) ditetapkan sebagai kawasan strategis
nasi onal yang nenerl ukan perencanaan tata ruang, penanfaatan
ruang, dan pengendal i an pemanfaat an ruang secara terpadu;
bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud dal am
huruf a perlu nenet apkan Peraturan Presiden;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 11 Tahun 1950 tentang Penbentukan
Propi nsi Jawa Barat;

Undang- Undang Nonor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sunber
Daya Al am Hayati dan Ekosi stemmya (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1990 Nonor 49, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3419);

Undang- Undang Nonor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nonor 167, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonor 3888);

Undang- Undang Nonmor 23 Tahun 2000 tentang Penbentukan
Propinsi Banten (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4010);

Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 125,
Tanbahan Lenbaran Negara Republik |Indonesia Nonmor 4437)
sebagai mana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nonor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang- Undang Nonor 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Daer ah
(Lenmbaran Negara Republik I|ndonesia Tahun 2008 Nonmor 59,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4844);
Undang- Undang Nonmor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 68,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k I ndonesia Nonor 4725);
Undang- Undang Nonor 27 Tahun 2007 tentang Pengel ol aan W ayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2007 Nonor 84, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4739);



9. Undang- Undang Nonmor 29 Tahun 2007 tentang Penerintahan
Provi nsi Daerah Khusus |bukota Jakarta sebagai |bukota Negara
Kesatuan Republik [Indonesia (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 2007 Nonor 93, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4744);

10. Peraturan Penerintah Nonor 10 Tahun 2000 tentang Ti ngkat
Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang W ayah (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2000 Nonor 20, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 3934);

11. Peraturan Penerintah Nonor 38 Tahun 2007 tentang Penbagi an
Urusan Penerintahan antara Penerintah, Penerintahan Daerah
Provinsi, dan Penerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lenbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor 82, Tanbahan
Lenbar an Negara Republik | ndonesia Nonmor 4737);

12. Peraturan Penerintah Nonor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pel aksanaan Kerja Sama Daerah (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 2007 Nonor 112, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 4761);

13. Peraturan Penerintah Nonor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang W /1 ayah Nasional (Lenbaran Negara Republik |ndonesia
Tahun 2008 Nonmor 48, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4833);

VEMUTUSKAN:

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG PENATAAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGCR,
DEPOK, TANGERANG BEKASI, PUNCAK, C ANJUR

BAB |
KETENTUAN UMM

Bagi an Pert ama
Pengerti an

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan:

1.

Ruang adal ah wadah yang neliputi ruang darat, ruang |aut, dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bum sebagai satu
kesatuan wilayah tenpat manusia dan nmakhluk |[ain hidup,
nmel akukan kegi at an dan nenel i hara kel angsungan hi dupnya.
Rencana tata ruang adal ah hasil perencanaan tata ruang.

Penat aan ruang adal ah suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, penmanfaatan ruang, dan pengendal i an penanfaat an ruang.
Kawasan Strategis Nasional adalah wlayah yang penataan
ruangnya diprioritaskan karena menpunyai pengaruh sangat
penti ng secara nasional t er hadap kedaul at an negar a,
pertahanan dan keamanan negara, ekonom , sosial, budaya,
dan/atau |ingkungan, termasuk w | ayah yang telah ditetapkan
sebagai wari san duni a.

Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

G anj ur, yang sel anj ut nya di sebut sebagai Kawasan
Jabodet abekpunj ur, adalah kawasan strategis nasional yang
meliputi seluruh wlayah Provinsi Daerah Khusus |Ibukota
Jakarta, sebagian wlayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagi an
wi | ayah Provinsi Banten.

Kawasan |indung adal ah w | ayah yang ditetapkan dengan fungs
utama nelindungi kel estarian |ingkungan hidup yang nencakup
sunber daya al am dan sunber daya buat an.

Kawasan hutan |indung adalah wilayah hutan yang nenpunyai
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehi dupan
untuk mengatur tata air, nencegah banjir, nmengendalikan
erosi, mencegah instrusi air laut, dan nenelihara kesuburan
t anah.

Kawasan resapan air adalah w layah yang nenpunyai kenmanpuan
tinggi untuk neresapkan air hujan sehingga nerupakan tenpat
pengi sian air bum yang berguna sebagai sunber air dan
sebagai pengontrol tata air pernukaan

Senpadan sungai adal ah kawasan sepanjang kiri kanan sungai
termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi priner, yang
menpunyai manfaat penting untuk nenpertahankan kel estarian
fungsi sungai

Senpadan pant ai adal ah kawasan sepanjang pantai yang
menpunyai manfaat penting untuk nmenpertahankan fungsi pantai.
Kawasan sekitar mata air adalah wlayah di sekeliling mata
air yang nmenpunyai manfaat penting untuk nenpertahankan
kel estarian fungsi nmata air.

Situ adal ah suatu wadah genangan air di atas pernukaan tanah
yang terbentuk secara alam maupun buatan yang airnya berasal
dari tanah atau air pernukaan sebagai siklus hidrologis yang
nmer upakan sal ah satu bentuk kawasan | i ndung.

Rawa adal ah | ahan genangan air secara alam ah yang terjadi
terus nenerus atau nusiman akibat drainase alam ah yang
terhanbat serta nmenpunyai «cirri-ciri yang khusus secara
fisik, kimaw, dan biologi.

Kawasan pantai hutan bakau adal ah w |l ayah pesisir |aut yang
mer upakan habitat al am hutan bakau (mangrove) yang berfungsi
menberi perlindungan kepada peri kehi dupan pantai dan | autan.
Kawasan pelestarian alam adal ah kawasan dengan ciri khas
tertentu, baik di darat maupun di perairan yang nenpunyai
fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan
keanekaraganman jenis tunbuhan dan satwa, serta penanfaatan
secara |l estari sunber daya al am hayati dan ekosi stemmya yang
berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman w sata
al am

Cagar al am adal ah kawasan suaka alam yang karena keadaan
al ammya nenpunyai kekhasan tunmbuhan, satwa, dan ekosi stemmya
atau ekosistemtertentu perlu dilindungi dan perkenbangannya
ber | angsung secara al am .

Suaka margasatwa adal ah kawasan suaka alam yang nenpunyai
ciri khas berupa keanekaraganman dan/atau keuni kan jenis satwa
yang untuk kel angsungan hidupnya dapat dilakukan penbi naan



18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

t er hadap habi t at nya.
Taman nasi onal adal ah kawasan pel estarian al am bai k daratan

maupun perairan yang nenpunyai ekosistem asli, dikelola
dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan
penelitian, ilm pengetahuan, pendidikan, nmenunjang bud

daya, budaya, pariw sata, dan rekreasi.

Taman hutan raya adal ah kawasan alam untuk tujuan kol eksi
tunbuhan dan/atau satwa yang alam atau bukan alam, jenis
asli atau bukan asli, vyang dimanfaatkan bagi kepentingan
penelitian, ilm pengetahuan, pendidi kan, nenunjang bud
daya, budaya, pariw sata, dan rekreasi.

Taman wi sata alam adalah kawasan pelestarian alam yang
t erut ama di manf aat kan untuk pariw sata dan rekreasi al am
Kawasan cagar budaya adalah kawasan yang merupakan | okasi
bangunan hasil budaya nanusia yang bernilai tinggi maupun
bent ukan geol ogi al am yang khas yang dapat bermanfaat untuk
pengenbangan il nu penget ahuan.

Kawasan budi daya adalah wlayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan
pot ensi sunber daya alam sunber daya manusia, dan sunber
daya buat an.

Kawasan pertanian |ahan basah adalah kawasan budi daya
pertanian yang nemliKki sistem pengairan tetap yang
menberi kan air secara terus-nmenerus sepanjang tahun, rnusinan
atau bergilir dengan tanaman utama padi.

Kawasan rawan bencana alam geologi adalah kawasan yang
pot ensi al nmengal am bencana al am geol ogi

Zona adal ah kawasan dengan peruntukan khusus yang nem i ki
bat asan ukuran atau standar tertentu.

Zona Budi Daya, selanjutnya disebut Zona B, adal ah zona yang
karakteristik pemanfaatan ruangnya ditetapkan berdasarkan
dom nasi fungsi kegi atan masi ng- masi ng zona pada kawasan budi
daya.

Zona Non-Budi Daya, selanjutnya disebut Zona N, adal ah zona
yang karakteristik pemanf aat an ruangnya di t et apkan
ber dasar kan dom nasi fungsi Kkegi atan nasi ng-nmasi ng zona pada
kawasan | i ndung.

Zona Penyangga, sel anjutnya di sebut Zona P, adal ah zona pada
kawasan budi daya di perairan laut yang karakteristik
pemanf aat an ruangnya ditetapkan untuk nelindungi kawasan budi
daya dan/atau kawasan |indung yang berada di daratan dari
kerawanan terhadap abrasi Pantai dan instrusi air |aut.
Prasarana dan sarana wi | ayah adal ah kel engkapan dasar fi sik
yang nmemnmungki nkan wilayah dapat ber f ungsi sebagai mana
nmesti nya.

Ruang terbuka hijau adalah area nenmanjang/jalur dan/atau
mengel onpok, yang penggunaannya |ebih bersifat terbuka,
tenpat tunbuh tanaman, bai k yang tunbuh secara al am ah naupun
yang sengaj a ditanam

Rekl amasi adal ah kegi at an peni nbunan dan pengeri ngan wi | ayah
per air an.

Penerintah pusat, selanjutnya disebut Penerintah, adalah
Presi den Republ i k | ndonesia yang menegang kekuasaan
peneri ntahan Negara Republik Indonesia sebagai nana di maksud



33.

34.
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45.

46.

dal am Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Daerah adal ah Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarta,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor,
Kabupat en Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten G anjur,
Kot a Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok

Peneri ntah daerah adal ah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyel enggara penerintahan
daer ah.

Kepal a daerah adal ah Gubernur Provinsi Daerah Khusus | bukota
Jakarta, Qubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor
Bupati Tangerang, Bupati Bekasi, Bupati G anjur, Wlikota
Bogor, Walikota Tangerang, Wilikota Bekasi, dan Walikota
Depok.

Quber nur adal ah Gubernur Jawa Barat, GGubernur Banten, dan
Quber nur Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakart a.
Bupati /Wl i kot a adal ah Bupati Bogor, Bupati Tangerang, Bupati
G anjur, Bupati Bekasi, Wilikota Bogor, Wlikota Tangerang,
Wal i kot a Bekasi, dan \Wali kota Depok.

Menteri adalah nenteri yang nenyel enggarakan penerintahan
dal am bi dang penat aan ruang.

Peran nasyarakat adal ah berbagai Kkegiatan nasyarakat yang
tinmbul atas kehendak dan Kkeinginan sendiri di tengah
masyar akat , unt uk ber m nat dan ber ger ak dal am
nmenyel enggar akan penat aan ruang.

Koefi sien dasar bangunan, selanjutnya disebut KDB, adal ah
per bandi ngan antara | uas dasar bangunan dan |uas persil.
Koefisien l|antai bangunan, selanjutnya disebut KLB, adal ah
per bandi nganan tara |uas | antai bangunan dan | uas persil.
Koefisien zona terbangun adalah angka perbandingan antara
| uas total tapak bangunan dan |uas zona.

| ndeks konservasi alam adalah paraneter yang nenunjukkan
kondisi hidrologis ideal wuntuk konservasi yang dihitung
berdasar kan variabel curah hujan, jenis batuan, kemringan,
ket i nggi an, dan guna | ahan.

| ndeks konservasi aktual adalah paraneter yang nenunjukkan
kondi si hidrologis yang ada untuk konservasi yang dihitung
berdasar kan variabel curah hujan, jenis batuan, kemringan,
ket i nggi an, dan guna | ahan.

| zin pemanfaatan ruang adal ah izin yang di persyaratkan dal am
kegi at an penmanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

Adm ni strasi pertanahan adal ah penberian hak, perpanjangan
hak, penbaruan  hak, peral i han hak, peni ngkat an  hak,
penggabungan hak, pem sahan hak, penecahan hak, penbebanan
hak, izin |okasi, izin perubahan penggunaan tanah, serta izin
penunj ukan dan penggunaan tanah.

Bagi an Kedua
Tuj uan dari Sasaran



(1)

(2)

Pasal 2

Tuj uan penataan ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur adal ah unt uk:

a. mewuj udkan ket er paduan penyel enggaraan penataan ruang
ant ar daerah sebagai satu kesatuan w | ayah perencanaan
dengan nenperhati kan kesei nbangan kesejahteraan dan
ket ahanan;

b. mewuj udkan daya dukung |ingkungan yang berkel anjutan
dal am pengel ol aan kawasan, untuk nmenjamn tetap
berl angsungnya konservasi air dan tanah, nenjamn
tersedianya air tanah dan air per mukaan, serta
menanggul angi banjir; dan

C. mengenbangkan perekonom an wlayah yang produktif,
efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik wilayah
bagi terci ptanya kesej aht er aan masyar akat yang
ber keadi | an dan penbangunan yang ber kel anj ut an.

Sasar an penyel enggar aan penat aan ruang Kawasan

Jabodet abekpunj ur adal ah:

a. terwuj udnya kerja sanma penataan ruang antarpenerintah
daerah nel al ui :

1) si nkroni sasi penanfaat an kawasan |indung dan budi
daya untuk meni ngkat kan kesej ahteraan dan kualitas
hi dup penduduk;

2) si nkroni sasi  pengenbangan prasarana dan sarana
wi | ayah secara terpadu; dan

3) kesepakat an ant ardaerah untuk nengenbangkan sekt or
prioritas dan kawasan prioritas mnmenurut tingkat
kepenti ngan ber sans;

b. t erwuj udnya peni ngkatan fungsi |indung terhadap tanah,
air, udara, flora, dan fauna dengan ket entuan:

1) tingkat erosi tidak nmengganggu;

2) ti ngkat peresapan air hujan dan tingkat pengaliran
air pernukaan menjam n tercegahnya bencana banjir
dan ketersediaan air sepanj ang tahun bagi
kepenti ngan unum

3) kualitas air nenjam n kesehatan |ingkungan

4) situ berfungsi sebagai daerah tangkapan air,
sunber air baku, dan sistemirigasi

5) pel estarian flora dan fauna nenjam n pengawetan
keanekaraganman jenis tunbuhan dan satwa beserta
ekosi st etmya; dan

6) ti ngkat perubahan suhu dan kualitas wudara tetap
menj am n kenyamanan kehi dupan | i ngkungan

C. tercapai nya optinalisasi f ungsi budi daya dengan
ket ent uan:

1) kegi atan budi daya tidak nel anpaui daya dukung dan
ket er sedi aan sunber daya al am dan energi

2) kegi atan usaha pertani an berskal a besar dan keci
nmener apkan teknol ogi pertanian yang nenperhatikan
konservasi air dan tanah

3) daya tanpung bagi penduduk sel aras dengan
kemanpuan penyedi aan prasar ana dan sar ana
Il i ngkungan vyang bersih dan sehat serta dapat
mewuj udkan j asa pel ayanan yang opti mal ;



4) pengenbangan kegi at an i ndustri pengenbangan
kegi at an ekonom | ai nnya;

5) kegi atan pariw sata tetap nenjam n kenyamanan dan
keamanan nasyarakat, serasi dengan |ingkungan
serta nenbuka kesenpatan kerja dan berusaha yang
optimal bagi penduduk setenpat dalam kegi atan

pariw sat a, sehi ngga dapat nmeni ngkat kan
kesej aht eraan penduduk; dan
6) ti ngkat gangguan pencemar an I i ngkungan  yang
ser endah-rendahnya dari kegi atan transportasi,
i ndustri, dan pernmukiman nelalui penerapan baku
mut u | i ngkungan hi dup;
d. tercapai nya keseinbangan antara fungsi |indung dan

fungsi budi daya.

Bagi an Ketiga
Peran dan Fungsi

Pasal 3.

Penat aan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur nemliki peran sebagai
acuan bagi penyel enggaraan penbangunan yang berkaitan dengan upaya
konservasi air dan tanah, upaya nenjam n tersedi anya air tanah dan
air pernukaan, penanggulangan banjir, dan pengenbangan ekonom
unt uk kesej aht eraan nasyar akat .

Pasal 4

Penat aan ruang Kawasan Jabodet abekpunjur memliki fungsi sebaga
pedoman bagi senua penangku kepentingan yang terlibat |angsung
at aupun tidak | angsung dal am penyel enggaraan penataan ruang secara
terpadu di Kawasan Jabodet abekpunj ur, nel al ui kegi at an perencanaan
tata ruang, penmanfaatan ruang, dan pengendal i an penmanfaatan ruang.

Bagi an Keenpat
Ruang Li ngkup

Paragraf 1
Cakupan Kawasan

Pasal 5

(1) Kawasan Jabodetabekpunjur neliputi seluruh wlayah Daerah
Khusus | bukota Jakarta, sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat,
dan sebagi an wi | ayah Provi nsi Banten.

(2) Sebagian wlayah Provinsi Jawa Barat sebagai nana di maksud
pada ayat (1) mencakup seluruh wlayah Kabupaten Bekasi,
seluruh wlayah Kota Bekasi, seluruh wlayah Kota Depok,
seluruh wi | ayah Kabupaten Bogor, seluruh w | ayah Kota Bogor,
dan sebagian wlayah Kabupaten G anjur yang neliputi
Kecamat an Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresm , dan
Kecamat an C panas.

(3) Sebagian wlayah Provinsi Banten sebagai mana di naksud pada
ayat (1) nencakup seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dan



sel uruh wi | ayah Kota Tanger ang.

Par agraf 2
Li ngkup Pengat ur an

Pasal 6

Peraturan Presiden ini neliputi kebijakan dan strategi penataan
ruang, rencana tata ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, arahan
pemanfaatan ruang, arahan pengendalian penmanfaatan ruang,
pengawasan penanfaatan ruang, kel enbagaan, peran masyarakat, dan
penbi naan.

BAB | |
KEBI JAKAN DAN STRATEGQ PENATAAN RUANG

Bagi an Pert ama
Kebi j akan Penat aan Ruang

Pasal 7

Kebi j akan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur sebagai mana
di maksud dal am  Pasal 6 adal ah mewuj udkan ket er paduan
penyel enggar aan penataan ruang kawasan dal am rangka kesei nbangan
ant ara pengenbangan ekonom dan pel estarian |ingkungan hidup.

Bagi an Kedua
Strat egi Penat aan Ruang

Pasal 8

Strat egi penataan ruang Kawasan Jabodet abekpunjur rnerupakan
pel aksanaan dari kebijakan sebagai mana di maksud dal am Pasal 7 yang
mel i puti:

a. mendor ong tersel enggar anya pengenbangan kawasan yang ber dasar
atas keterpaduan antardaerah sebagali satu kesatuan w | ayah
per encanaan

b. mendorong tersel enggaranya penbangunan kawasan yang dapat
menjamn tetap berlangsungnya konservasi air dan tanah,
menjamn tersedianya air tanah dan air pernukaan, serta
menanggul angi  banjir dengan nenpertinbangkan daya dukung
I i ngkungan yang ber kel anj ut an dal am pengel ol aan kawasan;

C. mendor ong pengenbangan perekonom an w | ayah yang produktif,
efektif, dan efisien berdasarkan karakteristik w |ayah bag
terci ptanya kesejahteraan masyarakat dan penbangunan yang
ber kel anj ut an.

BAB | I
RENCANA TATA RUANG KAWASAN JABCDETABEKPUNJUR

Bagi an Pert ama
Umum



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 9

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur beri si:

a. rencana struktur ruang; dan

b. rencana pol a ruang.

Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodet abekpunjur nerupakan al at
unt uk ket er paduan dan si nkroni sasi Rencana Tata Ruang W/ ayah
Pr ovi nsi / Kabupat en/ Kot a yang ber ada di Kawasan
Jabodet abekpunj ur.

Rencana struktur ruang nerupakan rencana pengenbangan susunan
pusat - pusat pernuki man dan sistem jaringan prasarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonom
masyar akat yang secara hierarki nmem |iki hubungan fungsional.
Rencana pola ruang nerupakan rencana distribusi peruntukan
ruang di Kawasan Jabodet abekpunjur yang neliputi peruntukan
ruang untuk fungsi |indung dan peruntukan ruang untuk fungsi
budi daya.

Bagi an Kedua
Rencana Struktur Ruang

Pasal 10

Rencana struktur ruang sebagai mana di naksud dal am Pasal 9
ayat (3) terdiri atas sistem pusat permnukinman dan sistem
j ari ngan prasarana.

Si stem pusat pernuki man sebagai mana di maksud pada ayat (1)
mer upakan hierarki pusat pernmukiman sesuai dengan Rencana
Tata Ruang W1 ayah Nasi onal .

Si stem jaringan prasarana sebagai mana di naksud pada ayat (1)
mel i puti:

si stemtransportasi darat;

sistemtransportasi |aut;

si stem transportasi udara;

si stem penyedi aan air baku;

si stem pengel ol aan air |inbah;

si stem pengel ol aan | i nbah bahan ber bahaya dan beracun;

si stem dr ai nase dan pengendal i an banjir;

si st em pengel ol aan per sanpahan;

sistemjaringan tenaga listrik; dan

si stem jaringan tel ekonuni kasi .

Slsten1jar|ngan prasarana sebagai mana di maksud pada ayat (3)
di rencanakan secara terpadu antardaerah dengan nelibatkan
parti si pasi masyarakat, serta nenperhatikan fungsi dan arah
pengenbangan pusat - pusat per nmuki man.

TTFQe e 0o

Bagi an Ketiga
Rencana Pol a Ruang

Pasal 11

Rencana pola ruang sebagai mana di maksud dal am Pasal 9 ayat



(4) terdiri atas rencana distribusi ruang untuk kawasan
I i ndung dan kawasan budi daya.

(2) Ruang untuk kawasan |indung sebagai mana di maksud pada ayat
(1) di kel onpokkan dal am Zona Non-Budi Daya sebagai beri kut:
a. Zona Non-Budi Daya 1 yang sel anjutnya di sebut Zona Ni;

dan

b. Zona Non-Budi Daya 2 yang sel anjutnya di sebut Zona N2.

(3) Ruang untuk kawasan budi daya sebagai mana di maksud pada ayat
(1) di kel onpokkan dal am Zona Budi Daya dan Zona Penyangga.

(4) Zona  Budi Daya sebagai mana di maksud pada ayat (3)
dlkelonpokkan sebagai beri kut:

Zona Budi Daya 1 yang sel anj utnya di sebut Zona B,

Zona Budi Daya 2 yang sel anj utnya di sebut Zona B2,

Zona Budi Daya 3 yang sel anj ut nya di sebut Zona B3;

Zona Budi Daya 4 yang sel anj utnya di sebut Zona B4,

Zona Budi Daya 5 yang sel anj utnya di sebut Zona B5;

Zona Budi Daya 6 yang sel anj utnya di sebut Zona B6; dan

Zona Budi Daya 7 yang sel anj utnya di sebut Zona B7.

(5) Zona Penyangga  sebagai mana  di maksud pada  ayat (3)
di kel onpokkan sebagai beri kut:

Zona Penyangga 1 yang sel anj utnya di sebut Zona PI;

Zona Penyangga 2 yang sel anj ut nya di sebut Zona P2,

Zona Penyangga 3 yang sel anj ut nya di sebut Zona P3;

Zona Penyangga 4 yang sel anj utnya di sebut Zona P4; dan

Zona Penyangga 5 yang sel anj ut nya di sebut Zona P5.
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BAB |V
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN

Pasal 12

Unt uk mewuj udkan rencana struktur ruang sebagai mana di maksud dal am
Pasal 10 ditetapkan arahan pengenbangan sistem pusat pernmuki man
dan arahan pengenbangan si stem jari ngan prasarana.

Bagi an Pert ama
Arahan pengenbangan Si stem Pusat Per muki man

Pasal 13

(1) Pengenbangan sistem pusat pernuki man sebagai mana di maksud
dalam Pasal 12 diarahkan pada terbentuknya fungsi dan
hi erarki pusat pernuki man sesuai Rencana Tata Ruang W/ ayah
Nasi onal .

(2) Pengenbangan sistem pusat pernuki man sebagai mana di maksud
pada ayat (1) neliputi wupaya untuk nendorong pengenbangan
Pusat Kegi atan Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan
kota inti adalah Jakarta dan kota satelit adalah Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota | ai nnya.

(3) Dalam arahan struktur ruang di kenbangkan Jal an Lingkar Luar



Jakarta Kedua (Jakarta Quter Ring Road 2) dan jal an radial nya
sebagai penbentuk struktur ruang Jabodet abekpunjur dan untuk
menberi kan pel ayanan pengenbangan sub pusat perkotaan antara
lain Serpong/Kota Mandiri Bum  Serpong Danmai, G nere,
C manggi s, Cleungsi, Setu, dan Tanbun/ G karang.

(4) Arahan pengenbangan sistem pusat pernuki man di ganbarkan dal am
Peta Struktur dan Pol a Ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur dengan
skal a peta 1:50.000 sebagai mana tercantum dal am Lanpiran 1|
yang nerupakan bagi an tak terpi sahkan dari Peraturan Presiden
ini.

Bagi an Kedua
Arahan Pengenbangan Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 14

Pengenbangan sistem transportasi diarahkan pada keterpaduan dan
saling nmendukung intra noda dan inter noda, yang neliputi noda
transportasi darat, Jlaut, dan wudara dengan nenpertinbangkan
kenmudahan dan efi siensi pengguna jasa transportasi yang
berdasar kan analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas antarpusat
kegi at an.

Pasal 15

(1) Sistemtransportasi darat sebagai mana di maksud dal am Pasal 10
ayat (3) huruf a terdiri atas jaringan transportasi jalan
jaringan jalur kereta api, dan jaringan transportasi sungai,
danau, dan penyeber angan.

(2) Penataan dan pengenbangan sistem transportasi darat di
Kawasan Jabodet abekpunj ur di arahkan pada:

a. penataan angkutan nasal jalan rel dengan angkutan
| al an;
b. peni ngkat an penanfaatan jaringan jalur kereta api pada

ruas-ruas tertentu sebagai prasarana pergerakan konuter
dari w layah Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke
Daer ah Khusus | bukota Jakarta dan sebal i knya;

C. pem sahan penggunaan prasarana antara jaringan jalur
kereta api yang bersifat komuter dan jaringan jalur
kereta api yang bersifat regional dan jarak jauh;

d. pengenbangan jal an yang nenghubungkan antarw | ayah dan
ant ar pusat per muki man, i ndustri, pertani an,
per dagangan, jasa dan sinpul-sinmpul transportasi serta
pengenbangan | al an penghubung antara jalan selain jalan
tol dengan jalan tol

e. pengenbangan jalan tol dalam kota di wilayah Daerah
Khusus | bukota Jakarta yang terintegrasi dengan jalan
tol antarkota sesuai dengan kebutuhan nyat a;

f. penbangunan jalan setingkat jalan arteri priner atau
kol ekt or pri mer yang menghubungkan G kar ang di
Kabupat en Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah
Khusus | bukota Jakarta dan G tayam di Kota Depok ke



(3)

(4)

(5)

(1)

jalan lingkar luar di Daerah Khusus |bukota Jakart a;

g. penbangunan jalan rel yang nenghubungkan C karang di
Kabupat en Bekasi ke pelabuhan Tanjung Priok di Daerah
Khusus | bukota Jakart a;

h. pengenbangan sistem jaringan transportasi nasal yang
menghubungkan Daerah Khusus |bukota Jakarta dengan
pusat - pusat kegi atan di sekitarnya;

i pengenbangan sistem transportasi masal cepat yang

terintegrasi dengan bus yang di prioritaskan,
per ker et aapi an nonorel, dan noda transportasi |ainnya;
dan

J . pengenbangan si stem transport asi sungai yang
terintegrasi dengan noda transportasi |ainnya.

Unt uk menj am n kesel amat an transport asi j al an dan

keber | anj ut an pengoper asi an fasilitas kesel amat an

transportasi jalan, penataan ruang di sekitar dan di kawasan
termnal dan sepanjang jalan harus nenperhatikan rencana
pengenbangan transportasi jalan dan ketentuan kesel anatan
transportasi jal an.

Untuk menjam n kesel amat an perkeretaapi an dan keberl anj ut an
pengoperasi an fasilitas kesel amatan perkeretaapi an, penataan
ruang di sekitar dan di kawasan stasiun dan sepanjang
jaringan jalur Kkereta api harus nenperhatikan rencana
pengenbangan per ker et aapi an dan ket ent uan kesel amat an
per ker et aapi an pada jaringan jalur kereta api, yang neliputi
ruang manfaat jalur kereta api, ruang mlik jalur kereta api,
dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas
dan bawahnya yang di peruntukkan bagi lalu lintas kereta api.
Arahan sistem transportasi darat diganbarkan dalam Peta
Arahan Sistem Transportasi Kawasan Jabodetabekpunjur dengan
skala peta 1 : 50.000 sebagai nana tercantum dal am Lanpiran
yang nerupakan bagi an tak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.

Pasal 16

Penat aan dan pengenbangan sistem transport asi | aut
sebagai mana di naksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b
di arahkan unt uk nmendukung kel ancaran kel uar nmasuk arus barang
dan penunpang dari dan ke |uar kawasan tersebut.
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Untuk nmenjamn keselamatan pelayaran dan keberl anj utan
pengoper asi an pel abuhan, penataan ruang di sekitar dan di
kawasan pel abuhan harus nenperhati kan kegi atan kepel abuhanan
sesuai dengan rencana induk pelabuhan dan ketentuan
kesel amat an pel ayar an pada Daerah Li ngkungan Kerja (DLKr) dan
Daer ah Li ngkungan Kepent i ngan ( DLKp) serta Tat anan
Kepel abuhanan Nasi onal

Pasal 17

Penat aan dan pengenbangan sistem transportasi udar a
sebagai mana di naksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c
di arahkan unt uk nmendukung kel ancaran kel uar nmasuk arus barang
dan penunpang dari dan ke |uar kawasan tersebut.

Unt uk menj am n kesel amat an oper asi pener bangan dan
keber| anj utan pengoperasi an bandar udara, penataan ruang di
sekitar dan di kawasan bandar wudara harus nenperhatikan
kegi at an kebandarudaraan sesuai dengan rencana induk bandar
udara dan ketentuan kawasan kesel anatan operasi penerbangan
serta Tatanan Kebandarudaraan Nasi onal .

Pasal 18

Penyedi aan air baku sebagai mana di maksud dal am Pasal 10 ayat
(3) huruf d dilakukan dengan nemanfaat kan sunber-sunber yang
ada dan pengenbangan prasarananya.

Pengel ol aan sistem air baku harus nenperhati kan kesei nbangan
antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan runah
tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan peneliharaan
sungai, serta kesei nbangan |ingkungan secara terpadu.
Pengenbangan prasarana air baku dapat dilakukan dengan
penbangunan dan pengel ol aan waduk rmul ti guna, sal uran penbawa,
pengel ol aan situ, dan peneliharaan sungai .

Strategi pengel ol aan si stem penyedi aan air baku adal ah dengan
menj aga kesei nbangan antara kebutuhan dan ketersedi aan serta
kel estarian daerah aliran sungai, dan sunber-sunber air
| ai nnya, yang pengel ol aannya dilakukan dengan kerja sama
ant ar daer ah.

Arahan pengel ol aan sistem air baku diganbarkan dalam Peta
Arahan Sistem Air Baku dan Pengendalian Banjir Kawasan
Jabodet abekpunj ur dengan skala peta 1:50.000 sebagai nana
tercantum dalam Lanpiran Il yang merupakan bagian tak
t er pi sahkan dari Peraturan Presiden ini

Pasal 19

Penat aan si stem pengel olaan air |inbah sebagai mana di maksud
dal am Pasal 10 ayat (3) huruf e harus nenperhati kan kualitas
sani tasi |ingkungan dan nem ni mal kan pencemaran air tanah dan
ai r pernmnmukaan.

Strategi pengelolaan air |inbah diarahkan untuk pengurangan,
pemanfaatan kenbali, dan penyediaan prasarana dan sarana
pengel ol aan air |inbah bagi kegi atan pernuki man dan industri
dengan nenper hati kan baku nutu |inbah cair.
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Si stem pengelolaan air |inbah bagi kegiatan donestik/runah
tangga nerupakan sistem yang terpisah dari pengelolaan air
i mbah i ndustri.

Si stem pengelolaan air |inbah dilaksanakan secara terpusat
terutama pada kawasan perunmahan padat, pusat bisnis, dan
sentra industri.

Ketentuan |ainnya yang berkaitan dengan pengelolaan air
i mbah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 20

Penataan sistem pengelolaan |inbah bahan berbahaya dan
beracun sebagai mana di maksud dal am Pasal 10 ayat (3) huruf f
di arahkan untuk nem ni mal kan pencenmaran udara, tanah, dan
sunber daya air serta neni ngkat kan kualitas |ingkungan.
Penataan sistem pengelolaan |inbah bahan berbahaya dan
beracun harus nenperhati kan tersedi anya prasarana dan sarana
pengol ahan | i nbah yang tel ah terpasang.

Pengel ol aan |inbah bahan berbahaya dan'beracun dil akukan
berdasarkan kriteria teknis sebagai mana dinaksud dal am
per at uran perundang- undangan yang nengat ur pengel ol aan |i nbah
bahan ber bahaya dan beracun

pengel ol aan |inbah bahan berbahaya dan beracun dapat
di | akukan nelalui kerja sama antardaerah dengan nelibatkan
parti si pasi masyar akat .

Ket entuan |ainnya yang berkaitan dengan pengel ol aan |inbah
bahan berbahaya dan beracun diatur sesuai dengan ketentuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 21

Si stem drai nase dan pengendal i an banjir sebagai mana di maksud
dal am Pasal 10 ayat (3) huruf g diarahkan untuk nengurangi
bahaya banjir dan genangan air bagi kawasan pernuki man,
i ndustri, perdagangan, perkantoran, dan persawahan, serta
j al an.

Strategi drai nase dan pengendal i an banjir dil aksanakan dengan
pengel ol aan sungai terpadu dengan sistem drainase wlayah,
pengendalian debit air sungai dan peningkatan kapasitas
sungai , peni ngkatan fungsi situ-situ dan waduk sebagai daerah
penanpungan air dengan sistem pol der, pengendal i an
pemanfaatan ruang di kawasan |indung dan kawasan budi daya
yang dil aksanakan dengan ketat di kawasan hulu hingga
sepanj ang daerah aliran sungai, penbuatan sudetan sungai, dan
pengendal i an penbangunan di senpadan sungai .

Arahan drainase dan pengendalian banjir di Kawasan

Jabodet abekpunj ur dil akukan nel al ui upaya:

a. rehabilitasi hutan dan |ahan serta penghijauan kawasan
t angkapan air;

b. penat aan kawasan  senpadan sungai dan anak- anak
sungai nya;

C. normal i sasi sungai - sungai dan anak-anak sungai nya;

d. pengenbangan waduk- waduk pengendal i banjir dan
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pel estarian situ-situ serta daerah retensi air;

e. penbangunan prasarana dan pengendali banjir; dan
f. penbangunan prasarana drai nase.
Penet apan  sungai - sungai prioritas untuk penataan dan

normal i sasi  sungali dan anak-anak sungai nya sebagai nana
di maksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c¢ diatur sesuai
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

Arahan pengendalian banjir diganbarkan pada Peta Arahan
Si stem Al r Baku dan pengendal i an Banjir dengan skal a 1:50. 000
sebagai mana tercantum dal am Lanpiran Il yang merupakan bagi an
tak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

Si stem pengel ol aan persanpahan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 10 ayat (3) huruf h dikenbangkan secara terpadu di

Kawasan Jabodet abekpunjur nelalui kerja sama antardaerah
dengan nel i bat kan parti si pasi masyar akat .

Strategi pengel ol aan persanpahan Kawasan Jabodet abekpunj ur
di sel enggar akan dengan penmanfaatan kenbali, daur ulang, dan
pengol ahan sanpah dengan nenperhati kan kriteria teknis sesua

dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.

Ar ahan pengel ol aan per sanpahan terpadu pada Kawasan
Jabodet abekpunj ur harus menper hati kan penentuan | okasi tenpat
penbuangan akhir dan pengol ahan sanpah terutanma incinerator

yang tidak nmencenmari |ingkungan.
Penent uan | okasi t enpat penbuangan akhir  di Kawasan
Jabodet abekpunj ur harus nenper hati kan daya tanpung dan vol une
sanmpah donestik dan nondonestik dari Jakart a, Bogor,
Tanger ang, Bekasi, Depok, dan G anjur serta berada pada jarak
aman yang tidak mencemari |ingkungan di sekitarnya.

Pasal 23

Sistem jaringan tenaga listrik sebagaimana dinaksud dal am
Pasal 10 ayat (3) huruf i diarahkan untuk:

a. meni ngkat kan pel ayanan jaringan tenaga |listrik dalam
pengenbangan Kawasan Jabodet abekpunj ur;

b. mendukung pengenbangan jaringan transm Si t enaga
listrik terinterkoneksi; dan

C. meni ngkat kan pel ayanan j ari ngan t enaga [istrik
terisolasi di Kepulauan Seri bu.

Pengenbangan sistem jaringan t enaga listrik har us

menper hati kan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan
j angka panj ang.

Pengenbangan sistem jaringan tenaga listrik dilakukan

berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut:

a. mem ni mal kan danmpak negatif terhadap kesehatan dan
kesel amat an masyar akat ;

b. mendukung perwuj udan struktur ruang kawasan; dan

C. kriteria teknis Jlainnya sebagaimna diatur dalam

per at uran per undang- undangan.
Pengenbangan sistem jaringan tenaga listrik dapat dilakukan
nmel al ui kerja sama ant ardaerah dengan nel i bat kan parti si pasi
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masyar akat .

Ketentuan |ainnya berkaitan dengan pengenbangan sistem
jaringan tenaga |listrik diatur sesuai dengan Kketentuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 24

Sistem jaringan telekomuni kasi sebagai mana di naksud dal am
Pasal 10 ayat (3) huruf j diarahkan untuk:

a. mendukung pengenbangan sistem jaringan telekonunikasi
nasi onal ;
b. nmeni ngkat kan penyedi aan i nfornmasi yang handal dan cepat

di  seluruh Kawasan Jabodet abekpunjur dalam rangka
per wj udan struktur ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur;

C. meni ngkat kan penyedi aan dan akses informasi dari dan ke
sel uruh pel osok Kawasan Jabodet abekpunj ur; dan

d. meni ngkat kan penyedi aan dan akses informasi dari dan ke
Kawasan Jabodet abekpunj ur.

Pengenbangan si stem j ari ngan t el ekomuni kasi har us

menper hati kan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan
j angka panj ang.

Pengenbangan sistem jaringan tel ekonunikasi di | akukan

berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut:

a. mem ni mal kan danpak negati f t er hadap kesehat an
kesel amat an masyar akat serta kesel amat an pener bangan;

b. mendukung perwij udan struktur ruang kawasan; dan

C. kriteria teknis |ainnya sebagai nana di atur dal am perah

per undang- undangan.
Pengenbangan sistem jaringan telekomuni kasi dapat dil akukan
nmel al ui kerja sama ant ardaerah dengan neli bat kan parti si pasi
masyar akat .
Ketentuan lainnya berkaitan dengan pengenbangan sistem
jaringan tel ekormuni kasi diatur sesuai dengan Kketentuan
per at uran per undang- undangan.

Bagi an Ketiga
Pengel ol aan Kawasan Li ndung

Pasal 25

Zona N1 sebagai mana di maksud dal am Pasal 11 ayat (2) hutan
lindung terdiri atas:

kawasan hutan |indung;

kawasan resapan air;

kawasan dengan kemringan di atas 40% (enpat puluh
persen);

senpadan sungai

senpadan pant ai

kawasan sekitar danau, waduk, dan situ;

kawasan sekitar mata air;

rawa;

kawasan pantai berhutan bakau; dan

. kawasan rawan bencana al am geol ogi .

Pemanfaatan ruang Zona N1 diarahkan untuk konservasi air

cCoo
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t anah dal am r angka:

a. mencegah abrasi, erosi, anblesan, bencana banjir,
sedi nent asi ;

b. nmenj aga fungsi hi dr ol ogi t anah unt uk nmenj am n
ket er sedi aan  unsur hara tanah, air t anah, dan
per mukaan; dan

C. mencegah dan/atau nmengurangi danpak aki bat bencana al am
geol ogi

Pasal 26

Zona N2 sebagai mana di maksud dal am Pasal 11 ayat (2) hutan
lindung terdiri atas:

a. cagar al am

b. suaka mar gasat wa;

C. t aman nasi onal ;

d. taman hutan raya;

e. taman w sata al am dan

f. kawasan cagar budaya.

Pemanf aat an ruang Zona N2 di arahkan unt uk:

a. konservasi budaya;

b. perlindungan keanekaraganan biota, tipe ekosistem
gej al a dan keuni kan al am untuk kepentingan perlindungan
pl asma nutfah, penelitian, dan pengenbangan pengetahuan
dan pendi di kan; dan

C. pengenbangan kegi at an pendi di kan dan penelitian,
rekreasi dan pariwisata ekologis Dbagi peni ngkat an
kualitas |ingkungan sekitarnya, dan perlindungan dari

pencenar an.
Pemanf aat an ruang Zona N2 sebagai nana di naksud pada ayat (2)
huruf ¢ harus dapat nenjaga fungsi |indung.

Pasal 27

Pemanf aat an ruang Zona N1 sebagai mana di maksud dal am Pasal 25
ayat (2) dilaksanakan dengan cara nenpertahankan dan
nmengenbal i kan fungsi Zona N1 sebagai mana di maksud dal am Pasa
25 ayat (1).

Pemanf aat an ruang Zona N2 sebagai mana di maksud dal am Pasal 26
ayat (2) dilaksanakan dengan cara nenpertahankan dan
nmengenbal i kan fungsi Zona N2 sebagai nana di naksud dal am Pasa
26 ayat (1).

Pasal 28
Pemanf aat an ruang di kawasan |indung dibatasi pada kegi atan
yang nenjam n tidak terganggunya fungsi |indung.

Jenis Kkegiatan sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur
dengan perat uran perundang- undangan.

Pasal 29



Penerintah dan penerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
nmel akukan rehabilitasi hutan dan |ahan serta penghijauan di
kawasan |indung sebagai nana di naksud dalam Pasal 25 ayat (1)
dengan tutupan tunbuhan tetap.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 30

D kawasan hutan |indung sebagai mana di maksud dal am Pasal 25
ayat (1) huruf a dilarang nenyel enggar akan:

a. pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am
mengganggu kesuburan serta keawetan tanah, fungs
hi dr ol ogi , kel estari an flora dan fauna, serta
kel estarian fungsi |ingkungan hidup; dan/atau

b. kegiatan yang dapat nmengaki bat kan  perubahan dan
perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemya
sehingga nengurangi/ nenghil angkan  fungsi dan | uas
kawasan seperti peranbahan hutan, penbukaan | ahan,

penebangan pohon, dan perburuan satwa yang dil i ndungi .
D kawasan resapan air sebagai mana di maksud dal am Pasal 25
ayat (1) huruf b dilarang nenyel enggarakan kegi atan yang
mengur angi daya serap tanah terhadap air
D kawasan dengan kemringan di atas 40% (enpat pul uh persen)
sebagai mana di maksud dal am Pasal 25 ayat (1) huruf c dilarang
menyel enggar akan:

a. penebangan t anaman

b. kegi atan nendirikan bangunan, kecuali bangunan yang
di mmksudkan bagi upaya peningkatan fungsi [|indung;
dan/ at au

C. kegi atan penggal i an yang beraki bat terganggunya fungs

I i ndung kawasan.
D senpadan sungai sebagai mana di naksud dal am Pasal 25 ayat
(1) huruf d dilarang nenyel enggar akan:

a. pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am
mengganggu  kesuburan dan keawetan tanabh, fungsi
hidrol ogi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna,
serta kel estarian fungsi |ingkungan hidup;

b. pemanf aat an hasil tegakan; dan/atau

C. kegiatan yang nerusak kualitas air sungai, kondi si

fisik tepi sungai dan dasar sungai, serta nmengganggu
aliran air.

D senpadan pantai sebagai mana di naksud dal am Pasal 25 ayat

(1) huruf e dilarang nenyel enggar akan:

a. pemanfaat an ruang yang nengganggu bentang al am kecual
yang di maksudkan bagi kepentingan unmum yang terkait
| angsung dengan ekosi stem | aut;

b. pemanfaatan ruang yang nengganggu kel estarian fungsi
pantai ; dan/atau
C. pemanfaatan ruang Yyang nengganggu akses terhadap

kawasan senpadan pantai .
D kawasan sekitar danau, waduk, dan situ sebagai mana
di maksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dilarang
menyel enggar akan:
a. pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am
mengganggu  kesuburan dan keawetan tanabh, fungsi



(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

hidrol ogi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna,

serta kel estarian fungsi |ingkungan hidup;

b. pemanf aat an hasil tegakan; dan/atau

C. kegi atan yang nenyebabkan penurunan kualitas air danau,
waduk, dan situ, nenyebabkan penurunan kondisi fisik
kawasan sekitar danau, waduk, dan situ, serta

mengganggu debit air.
D kawasan sekitar mata air sebagai mana di maksud dal am Pasa
25 ayat (1) huruf g dilarang nenyel enggar akan:

pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am

mengganggu  kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hi dr ol ogi , kel estari an flora dan fauna, serta
kel estarian fungsi |ingkungan hidup

pemanf aat an hasil tegakan; dan/atau

kegiatan yang nmerusak kualitas air, kondisi fisik
kawasan sekitarnya, dan daerah tangkapan air kawasan
yang ber sangkut an.

D rawa sebagai mana di maksud dal am Pasal 25 ayat (1) huruf h
dil arang nenyel enggarakan reklamasi dan/atau penanfaatan
ruang lainnya tanpa disertai rekayasa teknis untuk
menpert ahankan fungsi rawa sebagai sunber air dan daerah
retensi air.

D kawasan pantai hutan bakau sebagai mana di naksud dal am
Pasal 25 ayat (1) huruf i dilarang nel akukan perusakan hutan
bakau dan/atau nenyel enggarakan pemanfaatan ruang yang
mengganggu fungsi hutan bakau sebagai penbentuk ekosistem
hut an bakau dan/atau tenpat berkenbangbi aknya berbagai biota
| aut di sanpi ng sebagai pelindung pantai dari pengikisan air
| aut serta pelindung usaha budi daya di sekitarnya.

D  kawasan rawan bencana al am geol ogi sebagai mana di maksud
dal am Pasal 25 ayat (1) huruf | dilarang mnenyel enggarakan
penbangunan dan/atau pemanfaatan ruang |ainnya tanpa
menperti nbangkan aspek, bencana geologi untuk kelestarian
fungsi |ingkungan hidup.

O T

Pasal 31

Di kawasan cagar alam dan kawasan suaka nargasatwa
sebagai mana di maksud dal am Pasal 26 ayat (1) huruf a dan
huruf b dilarang nenyel enggarakan penmanfaatan ruang dan
kegi at an yang:

a. mengubah bentang al am dan ti pe ekosi stem dan/ atau
b. mengganggu kel estarian flora, fauna, dan keanekaraganman
hayati .

D kawasan taman nasi onal sebagai mana di naksud dal am Pasal 26
ayat (1) huruf c dilarang nenyel enggar akan:

a. pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am
mengganggu  kesuburan dan keawetan tanah, fungsi
hi dr ol ogi , kel estari an flora dan fauna, serta
kel estarian fungsi |ingkungan hi dup

b. kegi atan yang dapat nengaki batkan perubahan terhadap

keutuhan zona inti taman nasional, baik nmengurangi,



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

menghi | angkan  fungsi dan luas zona inti, maupun
menanbah jenis tunbuhan dan satwa |ain yang tidak asli;
dan/ at au
C. kegiatan yang tidak sesuai dengan  fungsi zona
pemanf aat an dan zona lain dari tanman nasional .
D kawasan taman hutan raya sebagai mana di maksud dal am Pasa
26 ayat (1) huruf d dilarang nenyel enggarakan pemnanfaatan
ruang dan/ at au kegi at an yang:

a. dapat nmerusak atau nengganggu kol eksi tunbuhan dan
satwa bai k yang bersifat alam naupun buatan, yang asl
dan bukan asli; dan/atau

b. mengganggu arsitektur bentang alam untuk keperluan
pariw sata, pengenbangan il nu pengetahuan, budaya, dan
pendi di kan.

D kawasan taman w sata al am sebagai nana di maksud dal am Pasa

26 ayat (1) huruf e dilarang nenyel enggar akan:

a. pemanfaatan ruang yang nengganggu bentang al am
kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hi dr ol ogi ,
kel estarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi
I i ngkungan hi dup; dan/ at au

b. kegiatan yang tidak sesuai dengan  fungsi zona
pemanfaatan dan zona lain dari taman wi sata al am

D kawasan cagar budaya sebagai mana di maksud dal am Pasal 26

ayat (1) huruf f dilarang nenyel enggarakan:

a. kegi atan yang nmerusak kekayaan budaya bangsa yang
ber upa penlnggalan sej arah, bangunan arkeologi, dan
nonumen nasi ona

b. pemanf aat an ruang dan kegi atan yang nengubah bentukan

geologi tertentu yang nenpunyai manfaat tinggi untuk
pengenbangan il nu penget ahuan;

C. pemanf aat an ruang yang nmengganggu kel estari an
I ingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan
arkeol ogi, dan nonunmen nasional serta wlayah dengan
bent ukan geol ogi tertentu; dan/atau

d. pemanfaatan ruang yang nmengganggu upaya pelestarian

budaya masyar akat setenpat.
Pasal 32

Dal am perencanaan kawasan |indung ditetapkan kawasan | i ndung
prioritas dengan Kkriteria sebagai ruang terbuka hijau
regi onal, kawasan konservasi, dan/atau daerah resapan air.
Kawasan |indung prioritas sebagai mana di maksud pada ayat (1)
mel i puti:

kawasan pantai hutan bakau dan rawa di pantai utara;
situ;

waduk;

rawa;

kawasan hutan |indung; dan

kawasan resapan air dan/atau retensi air.

ToanoTe

Penet apan | okasi kawasan |indung prioritas sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) yang nencakup 2 (dua) daerah atau



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

| ebi h ditetapkan dengan keputusan bersanma ant ar daer ah.
Proporsi ruang terbuka hijau publik kotal/perkotaan di Kawasan
Jabodet abekpunj ur paling rendah 20% (dua pul uh persen) dari
| uas wi | ayah nmasi ng- masi ng kot a/ per kot aan.

Bagi an Keenpat
Pengel ol aan Kawasan Budi Daya

Pasal 33

Zona Bl sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf a
nmer upakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai daya dukung |ingkungan tinggi, tingkat pelayanan
prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan
intensitas tinggi, baik vertikal nmaupun horizontal.

Zona B2 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf b
nmer upakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai daya dukung |ingkungan sedang dan ti ngkat pel ayanan
prasarana dan sarana sedang.

Zona B3 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf c
mer upakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai daya dukung |ingkungan rendah, tingkat pelayanan
prasarana dan sarana rendah, dan nerupakan kawasan resapan
air.

Zona B4 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf d
nmer upakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai daya dukung |ingkungan rendah tetapi subur dan
nmer upakan kawasan resapan air, serta nerupakan areal
pertani an |ahan basah bukan irigasi teknis dan pertani an
| ahan keri ng.

Zona B5 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf e
mer upakan zona dengan Kkarakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai kesesuai an |ingkungan untuk budi daya pertani an dan
menpunyai jaringan irigasi teknis.

Zona B6 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf f
nmer upakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang
menpunyai daya dukung |ingkungan rendah dengan kesesuai an
untuk budi daya dan KLB yang disesuai kan dengan aturan
daer ah.

Zona B7 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (4) huruf g
nmer upakan zona yang berdekatan dengan Zona N1 pantai dengan
karakteristik nmemliki daya dukung |ingkungan rendah, rawan
intrusi air laut, rawan abrasi, dengan kesesuai an untuk bud

daya dan KLB yang di sesuai kan dengan at uran daer ah.

Pasal 34
Zona Pl sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (5) huruf a

nmer upakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1
pant ai .

Zona P2 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (5) huruf b
mer upakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona N1



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

pantai yang nmenmpunyai potensi untuk rekl anmasi.

Zona P3 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (5) huruf c
mer upakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B
1 pantai.

Zona P4 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (5) huruf d
mer upakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B
2 pant ai

Zona P5 sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 ayat (5) huruf e
nmer upakan zona perairan pantai yang berhadapan dengan Zona B6
dan/ at au B7.

Pasal 35

Pemanf aat an ruang Zona Bl sebagai mana di naksud dal am Pasal 33
ayat (1) diarahkan untuk perunmahan huni an padat, perdagangan
dan jasa, serta industri ringan nonpol utan dan berorientasi
pasar, dan difungsi kan sebagai pusat pengenbangan kegi atan
ekonom unggul an

Pemanf aat an ruang pada Zona Bl sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dilaksanakan nelalui penerapan rekayasa teknis dan
koefi sien zona terbangun yang besarannya diatur |ebih |anjut
dal am at uran daer ah.

Pemanf aat an ruang pada Zona Bl sebagai nana di naksud pada ayat
(1) yang berada di pantai utara Jakarta dapat dil akukan
nmel al ui rehabilitasi dan/atau revitalisasi kawasan.

Pasal 36

Pemanf aat an ruang Zona B2 sebagai mana di naksud dal am Pasal 33
ayat (2) diarahkan untuk perumahan huni an sedang, perdagangan
dan jasa, industri padat tenaga kerja, dan diupayakan
berfungsi sebagai kawasan resapan air.

Pemanf aat an ruang pada Zona B2 sebagai nana di naksud pada ayat
(1) di | aksanakan dengan cara pengendalian penbangunan
perumahan baru dan pengendalian kawasan terbangun dengan
nmener apkan rekayasa teknis dan koefisien zona terbangun yang
besarannya di atur |ebi h |anjut dengan aturan daerah.

Pasal 37

Pemanf aat an ruang Zona B3 sebagai mana di naksud dal am Pasal 33
ayat (3) diarahkan untuk perunmahan huni an rendah, pertani an
dan untuk nenpertahankan fungsi kawasan resapan air.
Pemanf aat an ruang pada Zona B3 sebagai nmana di naksud pada ayat
(1) dil aksanakan dengan cara penbangunan dengan intensitas
| ahan terbangun rendah dengan mnenerapkan rekayasa teknis dan
koefi sien zona terbangun yang besarannya diatur |ebih |anjut
dengan aturan daer ah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 38

Pemanf aat an ruang Zona B4 sebagai mana di naksud dal am Pasal 33
ayat (4) diarahkan untuk perumahan huni an rendah, pertanian
| ahan basah, pertanian |ahan kering, perkebunan, perikanan,
pet ernakan, agroindustri, dan hutan produksi sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Pemanf aat an ruang pada Zona B4 sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dil aksanakan dengan cara penbangunan dengan intensitas
| ahan terbangun rendah dengan nenerapkan rekayasa teknis dan
pel aksanaan kegi atan budi daya pertanian |ahan basah, | ahan
kering, perkebunan, perikanan, peternakan, agroindustri, dan
hut an produksi dengan teknol ogi tepat guna dan koefisien zona
t erbangun yang besarannya diatur |ebih |anjut dengan aturan
daer ah.

Pasal 39

Pemanf aat an ruang Zona B5 sebagai mana di maksud dal am Pasal 33
ayat (5) diarahkan untuk pertanian |ahan basah beririgasi

t ekni s.

Pemanf aat an ruang pada Zona B5 sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan cara intensifikasi pertanian |ahan
basah dengan teknol ogi tepat guna.

Pasal 40

Pemanf aat an ruang Zona B6 sebagai mana di maksud dal am Pasal 33
ayat (6) diarahkan untuk pernuki man dan fasilitasnya dan/atau
penyangga fungsi Zona NLI.

Pemanf aat an ruang pada Zona B6 sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dil aksanakan nel al ui rekayasa teknis dan koefisien zona
t erbangun paling tinggi 50%  (lima pul uh persen).

Pasal 41

Pemanf aat an ruang Zona B7 sebagai mana di naksud dal am Pasal 33
ayat (7) diarahkan untuk pernuki man dan fasilitasnya, penjaga
dan penyangga fungsi Zona N1, serta berfungsi sebaga
pengendal i banjir terutama dengan penerapan sistem pol der.
Pemanf aat an ruang pada Zona B7 sebagai nana di naksud pada ayat
(1) dil aksanakan nel al ui rekayasa teknis dan koefisien zona
t erbangun paling tinggi 40% (enpat pul uh persen).

Pasal 42

Pemanf aat an ruang Zona Pl sebagai mana di naksud dal am Pasal 34
ayat (1) dilaksanakan nelalui upaya nenjaga Zona N1 dari

segal a bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari |uar
dan/atau dari dalam zona, khususnya dal am nencegah abrasi
intrusi air laut, pencemaran, dan kerusakan dari |aut yang

dapat nengaki bat kan perubahan keutuhan dan/atau perubahan
fungsi Zona NL.
Pemanf aat an ruang Zona P2 sebagai mana di naksud dal am Pasal 34



(3)

(4)

(5)

ayat (2) dil aksanakan nel al ui upaya:

a.

menj aga Zona N1 dari segal a bentuk tekanan dan gangguan

yang berasal dari luar dan/atau dari dalam zona,
khususnya dalam nencegah abrasi, intrusi air |[|aut,
pencemar an, dan kerusakan dari | aut yang dapat

nmengaki bat kan perubahan keutuhan dan/atau perubahan
fungsi Zona N1; dan

penyel enggar aan r ekl amasi dengan koefi si en zona
terbangun paling tinggi 40% (enpat puluh persen)
dan/atau konstr uksi bangunan di atas air secara

bertahap dengan tetap mnenperhatikan fungsinya, dengan
jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200

(dua rat us) nmet er sanpai dengan garis yang
menghubungkan titik-titik terluar yang nmenunjukkan
kedal aman | aut 8 (del apan) net er, dan har us

menperti nbangkan karakteristik |ingkungan.

Pemanf aat an ruang Zona P3 sebagai mana di naksud dal am Pasal 34
ayat (3) dil aksanakan nel al ui upaya:

a.

menj aga fungsi Zona Bl dengan tidak nenyebabkan abrasi
pantai dan tidak nengganggu fungsi pusat penbangkit
tenaga listrik, nuara sungai, dan jalur lalu lintas
| aut dan pel ayaran; dan

penyel enggaraan rekl amasi secara bertahap dengan tetap
menper hati kan fungsinya, dengan jarak dari titik surut
terendah sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) neter
sanmpai dengan garis yang nenghubungkan titik-titik
terluar yang nenunjukkan kedalaman |aut 8 (del apan)
net er, kecual i pada | okasi yang secara rekayasa
t eknol ogi nmenungki nkan jarak dapat di m nimal kan, dan
harus nenpertinbangkan karakteristik |ingkungan, jalur
lalu lintas |aut dan pel ayaran, dan pel abuhan.

Pemanf aat an ruang Zona P4 sebagai mana di naksud dal am Pasal 34
ayat (4) dil aksanakan nel al ui upaya:

a.

menj aga fungsi Zona B2 dengan tidak nenyebabkan abrasi
pantai, tidak mengganggu fungsi penbangkit tenaga
Iistrik, dan tidak nengganggu nuara sungai, jalur lalu
lintas | aut dan pel ayaran, usaha peri kanan rakyat; dan
penyel enggaraan rekl anasi secara bertahap dengan jarak
dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200 (dua
ratus) neter sanpai dengan garis yang nenghubungkan
titik-titik terluar yang nenunjukkan kedal aman |aut 8
(del apan) nmet er dan har us menper ti nbangkan
karakteristik |ingkungan.

Pemanf aat an ruang Zona P5 sebagai mana di naksud dal am Pasal 34
ayat (5) dil aksanakan nel al ui upaya:

a.

menj aga fungsi Zona B6 dan/atau Zona B7 dengan tidak
menyebabkan abrasi pantai dan tidak nengganggu nuara

sungai, jalur lalu lintas laut dan pelayaran, usaha
peri kanan rakyat; dan
penyel enggar aan r ekl amasi secara bertahap dengan

koefi sien zona terbangun paling tinggi 45% (enpat pul uh
lima persen) dengan jarak dari titik surut terendah
sekur ang- kurangnya 200 (dua ratus) neter sanpai garis
yang nmenghubungkan titik-titik terluar yang menunjukkan



kedal aman | aut 8 (del apan) nmet er dan har us
menperti nbangkan karakteristik |ingkungan.

Pasal 43

Kawasan pertanian |ahan basah beririgasi teknis dilarang
di al i hf ungsi kan untuk kegi atan | ai n.

Pasal 44

(1) D Zona Bl dan B2 sebagai nana di naksud dal am Pasal 35 dan
Pasal 36 dil arang:

a. menbangun industri yang nencemari |ingkungan dan banyak
menggunakan air tanah; dan/atau
b. menanbah dan/atau nenperluas industri sebagai mana

di maksud pada huruf a di Kecamatan G nanggi s, Kecanatan
G bi nong, dan Kecamatan Gunung Putri .
(2) D Zona B3, B4, dan B5 sebagai nana di maksud dal am Pasal 37
Pasal 38; dan Pasal 39 dil arang nel akukan penbangunan yang:

a. mengur angi areal produktif pertanian dan w sata al am
b. mengur angi daya resap air; dan/atau
C. mengubah bentang al am

(3) D Zona B6 dan B7 sebagai nana di naksud dal am Pasal 40 dan
Pasal 41 dil arang nel akukan penbangunan yang dapat nengganggu
atau nmerusak fungsi I i ngkungan  hi dup, perumahan dan
per muki man, pariw sata, bangunan gedung, sunber daya air, dan
konservasi sunber daya al am hayati dan ekosi st emmya.

(4) Kegiatan penbangunan yang di perkenankan di Zona B6 dan B7
di | akukan berdasar kan hasil kajian nmendal am dan konprehensi f
dan setel ah nmendapat rekonendasi dari ketua badan yang tugas
dan fungsi nya nengkoordi nasi kan penataan ruang nasi onal

Pasal 45

Pemanf aat an ruang Zona P2 sebagai nana di naksud dal am Pasal 42 ayat
(2) untuk kegi atan budi daya dil aksanakan berdasarkan hasil kajian
mendal am dan konprehensif dan setelah nendapat rekonendasi dari
ketua badan yang tugas dan fungsinya nengkoordi nasi kan penataan
ruang nasi onal .

Pasal 46

(1) Dal am perencanaan kawasan budi daya ditetapkan kawasan budi
daya prioritas dengan kriteria sebagai berikut:

a. mem | i Ki aksesibilitas tinggi yang di dukung ol eh
prasarana transportasi yang nenadai ;

b. mem | i ki potensi strategis yang nenberikan keuntungan
dal am pengenbangan sosi al dan ekonom ;

C. ber danmpak | uas t er hadap pengenbangan regi onal
nasi onal , dan internasional; dan

d. mem | i ki peluang investasi yang nenghasilkan nila
tinggi.

(2) Kawasan budi daya prioritas sebagai mana di maksud pada ayat
(1) neliputi:



kawasan per bat asan ant ar daer ah;

kawasan pertani an beririgasi teknis;

daerah aliran sungai yang kritis;

kawasan pusat kegiatan ekonom yang nencakup pusat

kegi at an perdagangan dan pusat kegi atan industri;
e. kawasan sekitar bandar udara; dan
f. kawasan sekitar pel abuhan | aut.

(3) Penetapan |okasi kawasan budi daya prioritas sebagai mana
di mmksud pada ayat (1) yang nencakup 2 (dua) daerah atau
| ebi h ditetapkan dengan keputusan bersanma ant ar daer ah.

aooo

Pasal 47

Pol a ruang kawasan sebagai mana di naksud dal am Pasal 11 di ganbar kan
dalam Peta Struktur dan Pola Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur
dengan skala peta 1:50.000 sebagai mana tercantum dal am Lanpiran
I'll yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.

Pasal 48
(1) Pemanfaatan ruang Zona N, Zona B, dan Zona P diatur |ebih

| anjut ol eh Penerintah dan penerintah daerah sesuai dengan
kewenangan nasi ng- masi ng dengan nenper hati kan:

a. rencana rinci tata ruang;
b. peraturan zonasi; dan
C. per syar at an- per syar at an teknis.

(2) Pengaturan ol eh Penerintah dan penerintah daerah sebagai nana
di mmksud pada ayat (1) diselenggarakan nelalui koordi nasi
ant ari nstansi Penerintah dan penerintah daerah.

(3) Hak pengel ol aan dal am pemanfaatan ruang Zona P2, Zona P3,
Zona P4, dan Zona P5 diberikan kepada penerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ARAHAN PENGENDALI AN PENMANFAATAN RUANG KAWASAN

Pasal 49

(1) Rencana tata ruang wlayah provinsi/kabupaten/kota yang
berada di Kawasan Jabodet abekpunj ur harus di sesuai kan dengan
Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur.

(2) Rencana tata ruang w | ayah sebagai nana di mnaksud pada ayat (1)
di j abarkan |ebih lanjut dalam rencana rinci yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah untuk nenginplenentasi kan Rencana
Tata Ruang Kawasan Jabodet abekpunjur yang dil engkapi dengan
per aturan zonasi .

(3) Penyusunan rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai nana
di mmksud pada ayat (2) didasarkan pada indeks konservasi
al am dan i ndeks konservasi aktual.

(4) Indeks konservasi al am dan indeks konservasi akt ual
di gunakan untuk nenentukan al okasi penanfaatan ruang yang



mel i puti pernuki man, ruang terbuka hijau, perkantoran, dan
kegi atan pertanian; anplop ruang yang neliputi koefisien
dasar ruang hijau, KDB, KLB, dan garis senpadan bangunan; dan
rekayasa teknol ogi yang di perl ukan.

(5) Penyusunan rencana rinci sebagai mana di maksud pada ayat (2)
di | aksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 50

Penerintah, penerintah daerah provinsi, dan penerintah daerah
kabupat en/ kota nmemasyarakatkan Rencana Tata Ruang Kawasan
Jabodet abekpunjur dan rencana rinci tata ruang sebagai mana
di mmksud dalam Pasal 49 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya
masi ng- masi ng.

Pasal 51

Pengendal i an pemanf aat an ruang di sel enggar akan sebagai upaya unt uk
mewuj udkan tertib tata ruang nelalui penetapan peraturan zonasi,
perizinan, penberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan
sanksi .

Pasal 52

(1) Pengendalian penmanfaatan ruang sebagai mana di maksud dal am
Pasal 51 diselenggarakan pula dalam rangka penyel esai an
adm ni strasi pertanahan.

(2) Penyelesaian admnistrasi pertanahan sebagai mana di maksud
pada ayat (1) dil aksanakan apabila penohon atau penegang hak
atas tanah atau kuasanya nenenuhi syarat-syarat nenggunakan
dan nenmanfaat kan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang
tel ah ditetapkan.

(3) Syarat menggunakan dan nenmanfaatkan tanah sebagai nana
di maksud pada ayat (2) nerupakan satu kesatuan proses dal am
penyel enggar aan adm ni strasi pertanahan.

Pasal 53

(1) Pengendali an pemanf aat an ruang di | aksanakan ol eh
bupati/wal i kota berdasarkan arahan dan rekonendasi gubernur
dengan nel i bat kan parti si pasi masyar akat .

(2) Pengendalian penanfaatan ruang di wilayah Daerah Khusus
| bukota Jakarta dil aksanakan ol eh Gubernur Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta dengan nelibatkan parti sipasi
masyar akat .

(3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan ol eh
guber nur masi ng- masi ng w | ayah.

(4) Dal am nel aksanakan koordi nasi pengendal i an penmanfaatan ruang,
guber nur berkonsul tasi dengan Menteri

(5) Gubernur menyanpai kan | aporan pel aksanaan pengendal i an
pemanfaatan ruang secara berkala kepada Presiden nelalu



Menteri .
(6) Pengendalian pemanfaatan ruang disel enggarakan sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

Pasal 54

Per at uran zonasi nerupakan pedoman pengendal i an penanfaatan ruang
yang di susun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap
zona penanf aat an ruang.

Pasal 55

(1) Setiap penmanfaatan ruang harus mendapatkan izin penanfaatan
ruang sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan peraturan
zonasi yang tel ah ditetapkan.

(2) Izin pemanfaatan ruang sebagai mana di naksud pada ayat (1)
diatur oleh Penerintah dan penerintah daerah nenurut
kewenangan nasing-nmasi ng sesuai dengan Kketentuan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 56

Dal am pel aksanaan penanfaatan ruang, agar penanfaatan ruang sesuai
dengan rencana tata ruang wlayah, insentif dan/atau disinsentif
sebagai mana di maksud dal am Pasal 51 diterapkan ol eh Penerintah
dan/atau penerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 57

Pengenaan sanksi sebagai mana di maksud dal am Pasal 51 di naksudkan
unt uk :

a. nmel akukan ti ndakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang
ti dak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
dan

b. mengenbal i kan fungsi ruang mel al ui rehabi | it asi dan

revitalisasi kawasan.
Pasal 58

(1) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sebagai mana di maksud
dalam Pasal 57 huruf b nerupakan bagian dari tindakan
mengat ur atau nenata kenbali pemanfaatan tanah dan bangunan
yang tidak sesuai dengan rencana rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang tel ah ditetapkan.

(2) Pelaksanaan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan dil akukan
ol eh Penerintah dan/atau penerintah daerah sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

(3) Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan sebagai mana di maksud
dal am Pasal 57 huruf b diprioritaskan pada kawasan |indung di
Kecamat an G awi, Kecamat an Meganendung, dan Kecanmatan G sarua
di Kabupaten Bogor dan di Kecamatan Pacet, Kecanatan
Sukaresm , Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan G panas di
Kabupaten G anjur, serta di | okasi - | okasi lain yang



di t et apkan ber dasarkan keputusan bersama ant ar daer ah.

BAB VI
PENGAWASAN PEVMANFAATAN RUANG KAWASAN

Pasal 59

(1) Pengawasan penmanfaatan ruang di sel enggarakan nel al ui kegi at an
pemant auan, pel aporan, dan evaluasi terhadap penanfaatan

ruang.
(2) Kegiatan penantauan, pelaporan, dan evaluasi sebagai mana
di maksud pada ayat (1) di sel enggar akan secar a

ber kesi nanbungan ol eh Penerintah dan penerintah daerah.

(3) Dalam penyel enggaraan pengawasan sebagai mana di maksud pada
ayat (1), Penerintah dan penerintah daerah nelibatkan
parti si pasi masyar akat .

Pasal 60

Kegi atan pemantauan terhadap penanfaatan ruang di Kawasan

Jabodet abekpunj ur dil akukan dengan ket ent uan:

a. pemant auan dil akukan baik terhadap kegiatan di kawasan
[ indung maupun di kawasan budi daya dengan nenperhatikan
kesesuai an dengan rencana tata ruang;

b. pemant auan terhadap kegi atan budi daya yang ada di kawasan
[ i ndung dan kawasan pertanian |ahan basah dil akukan dengan
menper hati kan tingkat ketergantungan, terhadap fungsi yang
sudah dit et apkan;

C. pemant auan di | akukan ol eh kepal a  desa/l urah, camat ,
bupati/wal i kota, gubernur, dan Menteri; dan

d. pemant auan  nerupakan usaha atau perbuatan nengamati,
mengawasi, dan neneri ksa dengan cermat perubahan kualitas

tata ruang dan |ingkungan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang.

Pasal 61
(1) Kegiatan pel apor an penmanf aat an ruang di Kawasan
Jabodet abekpunj ur dil akukan dengan ket ent uan:
a. | aporan penanfaatan ruang di Kawasan Jabodet abekpunj ur
di | aksanakan nelalui pelaporan secara periodik dan
berjenjang dinulai dari kepal a desa/lurah, camat,
bupati/wal i kota, gubernur sanpai dengan Menteri
b. | aporan tersebut dilengkapi dengan rmateri | apor an

1) per kembangan penbangunan fi sik;

2) per kembangan penberi an, pengakuan, penbat al an,
pencabut an, perpi ndahan, peralihan, peningkatan
per panj angan, penggabungan, dan pem sahan serta
perubahan hak atas tanah I ai nnya,;

3) per kembangan perubahan fungsi dan penanf aat an
ruang dan izin nendirikan bangunan;



(2)

(1)

(2)

(3)
(4)

4) masal ah- masal ah yang perlu segera di atasi; dan

5) masal ah- masal ah  yang akan  nuncul dan perlu
di anti si pasi .
C. | aporan nerupakan informasi secara obyektif yang sesuai
maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
d. | aporan dapat berupa masukan dari nasyar akat.
Ketentuan |ebih |anjut nmengenai tata cara pel aporan

sebagai mana di maksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri .

Pasal 62

Kegi atan evaluasi terhadap penmanfaatan ruang di Kawasan
Jabodet abekpunj ur dil akukan ol eh:

a. Kepal a desal/lurah terhadap |aporan yang disanpai kan
ol eh masyar akat ;

b. Camat terhadap |aporan yang disanpai kan oleh kepala
desa/ |l urah dan/ at au nmasyar akat ;

C. Bupati/wal i kota terhadap |aporan yang di sanpai kan ol eh
camat, kepal a desa/l urah dan/atau masyar akat ;

d. Quber nur terhadap |aporan yang disanpai kan ol eh
bupati/wal i kota, camat, kepala desal/lurah, dan/atau
masyar akat ; dan

e. Ment er i t er hadap | aporan  yang di sanpai kan ol eh

gubernur, bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah,
dan/ at au nmasyar akat .
Kegi atan eval uasi di | akukan berdasarkan hasil kegi at an
pemant auan dan pel aporan sesuai dengan kebutuhan dan
per masal ahan yang ditangani .
Kegi at an eval uasi dil akukan untuk nenilai kemajuan kegi atan
pemanfaat an ruang di Kawasan Jabodet abekpunj ur.
Kegi at an eval uasi dil akukan agar penanfaatan ruang sesuai
dengan perat uran perundang- undangan.

BAB VI |
KELEMBAGAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN PEMBI NAAN

Bagi an Pert ama
Kel enmbagaan

Pasal 63

Koor di nasi tekni s penataan ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur sebaga
kawasan strategi s nasional dilakukan ol eh Menteri.

Pasal 64

Koor di nasi kel ernbagaan dan kebijakan kerja sama antardaerah di
Kawasan Jabodet abekpunjur dilakukan dan/atau difasilitasi oleh
badan kerja sama ant ar daer ah.

Bagi an Kedua
Per an Masyar akat



Pasal 65

Peran nasyarakat nelalui partisipasi dalam kegiatan sebagai nana
di maksud dal am Pasal 10 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat
(1), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 53 ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal 59 ayat (3) dilakukan sesuai dengan kondi si
masyar akat setenpat dan sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

Bagi an Ketiga
Penbi naan

Pasal 66

(1) Penbi naan nerupakan upaya neni ngkat kan ki nerja penataan ruang
Kawasan Jabodet abekpunj ur yang di sel enggar akan ol eh
Penerintah dan penerintah daerah.

(2) Penbinaan penataan ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang
di sel enggarakan oleh Penerintah kepada penerintah daerah
di | aksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pel aksanaan penbi naan penat aan ruang Kawasan
Jabodet abekpunj ur yang di sel enggar akan ol eh peneri ntah daerah
di | akukan kepada nasyarakat di w | ayahnya nmasi ng- masi ng.

(4) Pel aksanaan penbi naan yang terkait dengan kepentingan |intas
provi nsi / kabupat en/ kot a di Kawasan Jabodet abekpunj ur
di sel enggarakan dan/atau difasilitasi oleh badan kerja sama
ant ar daer ah.

BAB VI 1|
KETENTUAN LAI N- LAI' N

Pasal 67

Penat aan ruang kawasan yang ber bat asan dengan Kawasan
Jabodet abekpunj ur di | aksanakan dengan nenperhati kan tujuan dan
sasar an sebagai mana di naksud dal am Pasal 2.

Pasal 68

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodet abekpunj ur
sebagai mana di maksud dalam Pasal 9 adalah 20 (dua pul uh)
tahun dan ditinjau kenbali 1 (satu) kali dalam 5 (linmg)
t ahun.



(2)

(1)

Dal am kondi si |ingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
per at ur an per undang- undangan dan/ at au per ubahan bat as
adm ni strasi w |l ayah provinsi dan/atau w | ayah kabupat en/ kot a
yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang
Kawasan Jabodet abekpunj ur dapat ditinjau kenbali |ebih dari 1
(satu) kali dalam5 (lima) tahun.

BAB | X
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 69

Dengan berl| akunya Peraturan Presiden ini, naka:

a. i zin pemanfaatan ruang pada mnasing-nasi ng daerah yang
telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Presiden ini tetap berlaku sesuai dengan masa
ber | akunya;

b. izin permanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi
ti dak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini
1) untuk yang bel um di | aksanakan penbangunannya, izin

terkait disesuai kan dengan fungsi kawasan dal am
rencana rinci tata ruang yang ditetapkan oleh
peneri ntah daerah berdasarkan Peraturan Presiden

ini;
2) untuk yang sudah dil aksanakan penbangunannya
pemanfaatan ruang dilakukan sanpai izin terkait

habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuai an
dengan nenerapkan rekayasa teknis sesuai dengan
fungsi kawasan dal am rencana rinci tata ruang dan
peraturan zonasi yang ditetapkan ol eh penerintah
daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini; dan

3) untuk yang sudah dil aksanakan penbangunannya dan
tidak menmungki nkan untuk nenerapkan rekayasa
tekni s sesuai dengan fungsi kawasan dal am rencana
rinci tata ruang dan peraturan zonasi yang
ditetapkan oleh penerintah daerah berdasarkan
Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah
di terbitkan dapat dibatal kan dan terhadap kerugi an
yang tinbul sebagai aki bat penbatalan izin
t ersebut dapat di beri kan pengganti an yang | ayak;

C. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak
sesuai dengan Per at ur an Presi den i ni di | akukan
penyesuai an dengan fungsi kawasan dalam rencana rinci
tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan ol eh
peneri nt ah daerah berdasarkan Peraturan Presiden ini;

d. pemanfaatan ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur yang
di sel enggarakan tanpa i zin ditentukan sebagai berikut:

1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Presiden ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan
diterti bkan dan disesuai kan dengan fungsi kawasan
dalam rencana rinci tata ruang dan peraturan
zonasi yang ditetapkan oleh penerintah daerah
ber dasar kan Peraturan Presiden ini;



2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden

ini, di per cepat untuk nendapatkan izin yang
di perl ukan;
e. masyar akat yang nenguasai tanahnya berdasarkan hak adat

dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, yang karena Rencana Tata
Ruang Kawasan Jabodet abekpunjur ini pemanf aat annya
tidak sesuai lagi, maka penyel esai annya diatur sesuai
dengan ket entuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sepanjang rencana tata ruang w layah dan/atau rencana rinci
tata ruang berikut peraturan zonasi belum ditetapkan,
di gunakan Rencana Tata Ruang Kawasan | abodetabekpunjur
sebagai acuan penberian izin penmanfaatan ruang.

Pasal 70

Pada saat nul ai berl akunya Peraturan Presiden ini, semua peraturan

pel aksanaan dari :

a. Keputusan Presiden Nonor 114 Tahun 1999 tentang Penataan
Ruang Kawasan Bogor - Puncak- G anj ur;

b. Keputusan Presiden Nonmor 1 Tahun 1997 tentang Koordi nasi
Pengenbangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

C. Keputusan Presiden Nonmor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi
Pantai Utara Jakarta; dan

d. Keputusan Presiden Nonmor 73 Tahun 1995 tentang Rekl amasi
Pant ai Kapuk Naga Tanger ang,

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti

dengan peraturan pel aksanaan baru sesuai dengan Peraturan Presiden

ini.

Pasal 71

Dengan berl| akunya Peraturan Presiden ini:

a. peraturan daerah tentang rencana tata ruang w | ayah provinsi,
peraturan daerah tentang rencana tata ruang W | ayah
kabupat en/ kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci
tata ruang beri kut peraturan zonasi yang tel ah ada di nyat akan
tetap berl aku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Presiden ini; dan

b. peraturan daerah tentang rencana tata ruang w |l ayah provinsi,
peraturan daerah tentang rencana tata ruang W | ayah
kabupat en/ kota, dan peraturan daerah tentang rencana rinci
tata ruang berikut peraturan zonasi, sebagai mana di naksud
pada huruf a di sesuai kan dan ditetapkan paling | anbat 2 (dua)
tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diberlakukan.

Pasal 72

Dengan berl| akunya Peraturan Presiden ini:

a. Keputusan Presiden Nonmor 114 Tahun 1999 tentang Penataan
Ruang Kawasan Bogor - Puncak- G anj ur;

b. Keputusan Presiden Nonmor 1 Tahun 1997 tentang Koordi nasi
pengenbangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;

C. Keputusan Presiden Nonmor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi



Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan
ruang; dan

d. Keputusan Presiden Nonmor 73 Tahun 1995 tentang Rekl anasi
Pantai Kapuk Naga Tangerang, sepanjang yang terkait dengan
penat aan ruang,

di nyat akan ti dak berl aku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.
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